
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN
P E N E T A P A N

Nomor 1213/Pdt.P/2024/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara

Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Islahudin bin H. M. Suhad,  lahir  di  Ketapang, 12 Juni 1995, Agama Islam,

Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pedagang,

tempat  tinggal  di  Dusun  Ketapang,  Desa  Gegerung,

Kecamatan  Lingsar,  Kabupaten  Lombok  Barat,  sebagai

“Pemohon I”;

Indah Permata Hati binti Saparudin, lahir di Ketapang, 09 September 2004,

Agama  Islam,  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas,

Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di

Dusun  Ketapang,  Desa  Gegerung,  Kecamatan  Lingsar,

Kabupaten Lombok Barat, sebagai  “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal 04

November  2024  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Giri

Menang  pada  tanggal  yang  sama  dengan  register  perkara  Nomor

1213/Pdt.P/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  27  Januari  2021,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

melangsungkan  pernikahan  menurut  ketentuan  syariat  Islam  di  Dusun

Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan

Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

yang diwakilkan oleh  Kakak Kandung Pemohon II Bernama Saeful (Bahwa
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Ayah  Kandung  Pemohon  II  meninggal  dunia)  dan  dihadiri  saksi  nikah

masing-masing  bernama  Ahmad  Yani  dan   H.  Muhammad  dengan  mas

kawin berupa 1Gram Emas dibayar tunai; 

3. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan

untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak

Bernama 

a. Indira Iswari, Perempuan, Lahir tanggal 23 September 2022;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu

pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama

Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai

kutipan  akta  nikah  karena  pernikahan  Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak

tercatat di  kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar,  Kabupaten Lombok

Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta

Nikah  tersebut,  sebagai  kelengkapan  identitas  diri  dan  status  anak-anak

yang di lahirkan yang memperlukan penetapan pengesahan nikah;

7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya

perkara  ini  sesuai  dengan  bukti  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Gegerung dengan Nomor: 34 / Pem.DG.L /

LB  /  X  /  2024,maka  mohon  diizinkan  berpekara  secara  Cuma-Cuma

(Prodeo);

Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  I  dan

Pemohon II   mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Giri  Menang  Cq.

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berkenan  memberikan

penetapan sebagai berikut: 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Islahudin bin H. M. Suhad)

dengan  Pemohon  II  (Indah  Permata  Hati  binti  Saparudin)  yang

dilaksanakan pada 27 Januari  2021 di Dusun Ketapang, Desa Gegerung,

Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan

hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya

permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari

sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

lain  yang  mengajukan  keberatan ke Pengadilan  Agama  Giri  Menang

sehubungan  dengan  permoh onan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir

sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  para  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  I  yang

aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal

20 November 2017, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah

dinazegelen dan sesuai aslinya (P.1);

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  II  yang

aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal

20 Januari 2022,  alat bukti tersebut  telah bermeterai cukup serta telah

dinazegelen dan sesuai aslinya (P.2);

3. Asli  Surat  Keterangan atas nama Pemohon I  dan Pemohon II,

yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan

Lingsar Kabupaten Lombok Barat tanggal 30 Oktober 2024,  alat bukti
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tersebut  telah  bermeterai  cukup  serta  telah  dinazegelen,  selanjutnya

diberi kode (P.3);

B. Saksi:

1. Murad  Amin  bin  A.  Salbiah,  di bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah

tetangga para Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  hubungan  hukum  antara  Pemohon  I

dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara

hukum agama Islam;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Januari 2021 di

Dusun Ketapang,  Desa Gegerung,  Kecamatan Lingsar,  Kabupaten

Lombok Barat;

- Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa  pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali  nikah  kakak

kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Saeful  karena  ayah  kandung

Pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Ahmad Yani dan  H. Muhammad dengan mas kawin berupa 1 Gram

Emas dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai

hubungan  mahram atau  hubungan  yang  dapat  mengharamkan

pernikahan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon

dan  keduanya  tetap  beragama  Islam  dan  tidak  pernah  bercerai

sampai sekarang;

2. Ahmad  Yani  bin  Bagia, di bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah

paman  Pemohon II;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  saksi  mengetahui  hubungan  hukum  antara  Pemohon  I

dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara

hukum agama Islam;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Januari 2021 di

Dusun Ketapang,  Desa Gegerung,  Kecamatan Lingsar,  Kabupaten

Lombok Barat;

- Bahwa  pada  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa  pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali  nikah  Kakak

kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Saeful  karena  ayah  kandung

Pemohon II meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing

bernama Ahmad Yani dan  H. Muhammad dengan mas kawin berupa

1 Gram Emas dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai

hubungan  mahram atau  hubungan  yang  dapat  mengharamkan

pernikahan;

Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan

keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi

tersebut  dan  menyampaikan  kesimpulannya,  tetap  pada  permohonannya

serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini  segala  sesuatu

yang  terjadi  dalam persidangan  sebagaimana  yang  termuat  dalam berita

acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan

ini  adalah berdasarkan Pasal  49 ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-
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Undang  Nomor 3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon  pada

pokoknya  memohon  agar  pernikahannya  diitsbatkan  melalui  penetapan

Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan

para  Pemohon  karena  pernikahan  tersebut  belum  tercatat  dan  terdaftar  di

Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para

Pemohon  telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3)  serta dua orang

saksi  dan  terhadap  bukti-bukti  tersebut,  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P.1,  P.2  dan  P.3  yang  diajukan  para

Pemohon  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  I,

fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  II  dan  asli  surat

keterangan atas nama Pemohon I dan pemohon II,  berdasarkan  Pasal 1868

KUHPerdata jo. Pasal  285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing

alat  bukti  cocok  dengan  aslinya  serta  telah  bermeterai  cukup  dan  telah

dinazegelen  di  kantor  pos,  hal  mana  sesuai  dengan  maksud  Pasal  1888

KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan

sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai

pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang,  berdasarkan  bukti P.1  dan  P.2  serta  dikuatkan  dengan

keterangan  saksi  terbukti  bahwa  para  Pemohon  beragama  Islam  dan

berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu

permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun

relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan Pemohon

I  dan  Pemohon  II  tertanggal  27  Januari  2021 belum  tercatat  pada  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini;

Menimbang,  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon  bahwa  para

Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan
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ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk

mengajukan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang

saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang,

keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

dengan dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon serta  tidak  terdapat  halangan

untuk  diterimanya  kesaksian  para  saksi  tersebut sebagaimana  diatur  dalam

Pasal  171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang

sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang,  bahwa  tidak  adanya  Kutipan  Akta  Nikah  para  Pemohon

adalah merupakan suatu kelalaian, baik kelalaian para Pemohon atau petugas

pencatatan  pernikahan,  namun  karena  para  Pemohon  memiliki  i’tikad baik

mengajukan  itsbat  nikah  pada  Pengadilan  Agama  Giri  Menang  maka  hal

tersebut  adalah merupakan bukti dari kesadaran  hukum para Pemohon untuk

mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh

karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  para  Pemohon

harus diakomodir  oleh negara cq.  Pengadilan Agama Giri  Menang sehingga

dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon  dan  para

saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon  adalah suami istri;

-Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal  27 Januari  2021 di  Dusun

Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

-Bahwa pada saat  menikah  Pemohon I  berstatus  jejaka dan Pemohon II

berstatus gadis ;

-Bahwa  pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali  nikah  Kakak  kandung

Pemohon II  yang bernama Saeful dan dihadiri  saksi nikah masing-masing

bernama Ahmad Yani dan  H. Muhammad dengan mas kawin berupa 1 Gram

Emas dibayar tunai;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan

mahram atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
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Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan

keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  ternyata

pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  sesuai  ketentuan  Hukum

Islam dan  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  14  sampai  Pasal  30  Kompilasi

Hukum  Islam  tentang  syarat  dan  rukun  sebuah  perkawinan,  serta  tidak

melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan

tidak  terdapat  padanya  halangan  menikah  menurut  hukum  Islam,  oleh

karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  para  Pemohon

tersebut  telah memenuhi  ketentuan dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عدل     وشاهدي بولي إل لنكاح

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi 

yang adil”.

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  memandang  perlu

mengemukakan  pendapat  ulama  yang  terdapat  dalam  kitab  Bughyatul

Mustarsyidin halaman 236 dan dalam kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf

halaman  93 yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim

sebagai berikut: 

الزوجية       ثبتت الدعوى وقف على لهابينة فإذاشهدت

Artinya: ”Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi

seorang  perempuan  yang  sesuai  dengan  gugatan,  tetaplah

hukum atas pernikahannya”.

إنتهائها              على دليل له يقم لم مادام بالزوجية شهد فلن زوجة فلنة عرف من

Artinya: “Barang siapa mengetahui  bahwa seorang wanita itu sebagai

isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya 

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya

perkawinan”
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Menimbang, bahwa  selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon

telah diumumkan dengan pengumuman Nomor 1213/Pdt.P/2024/PA.GM sesuai

maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari

ini  tidak  satupun  yang  mengajukan  keberatan  terhadap  permohonan  itsbat

nikah tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para

Pemohon tidak melanggar  larangan dan halangan perkawinan sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut

patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  dirubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

maka seluruh biaya yang timbul  dalam perkara ini  dibebankan kepada para

Pemohon,  namun  berdasarkan  penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Giri

Menang  Nomor:  1213/Pdt.P/2024/PA.GM  tanggal  04  November  2024,  para

Pemohon telah  diberi  izin  untuk  berperkara  secara  prodeo,  oleh  karenanya

seluruh biaya perkara yang timbul dari  perkara ini  dibebankan kepada DIPA

Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2024;

Memperhatikan  Pasal-Pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Islahudin  bin  H.  M.

Suhad)  dengan  Pemohon  II  (Indah  Permata  Hati  binti  Saparudin)  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  27  Januari  2021  di  Dusun  Ketapang,  Desa

Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Biaya yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  DIPA

Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2024; 

Halaman 9 Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian  ditetapkan  berdasarkan  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  18  Jumadil  Awal  1446  Hijriah oleh  Ulfa

Nurwindiasari,  S.H.I. sebagai  Ketua  Majelis,  Indah  Syajratuddar,  S.H.  dan

Ahmad  Muliadi,  S.Sy.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh

Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para

pemohon.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Ketua Majelis,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian biaya : NIHIL
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